
 

 

 

 

 

 

 

 

NASKAH AKADEMIK 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 



i  

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan 

rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Kajian Akademik Rancangan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini 

dapat diselesaikan dengan baik. 

Penjelasan ini disusun sebagai bagian dari tahapan penyusunan 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah yang berorientasi pada kebutuhan serta potensi daerah. Penyusunan 

dokumen ini dimaksudkan untuk memberikan landasan ilmiah dan rasional 

dalam merumuskan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar 

penyusunannya sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan diatasnya sesuai dengan hierarki peraturan 

perundang-undangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. 

Dalam penyusunan kajian ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak, 

baik dari kalangan pemerintah daerah, maupun pemangku kepentingan 

lainnya. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan 

masukan yang telah diberikan selama proses penyusunan berlangsung. 

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan. Oleh 
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karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi 

penyempurnaan di masa mendatang. 

 

 

       Penyusun,
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 

kepada masyarakat, maka Barang Milik Daerah merupakan salah satu 

unsur penting yang harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan 

terwujud  pengelolaan barang daerah yang transparan, efisien, dan 

akuntabel. Selain itu pengelolaan BMD akan menghasilkan adanya 

kepastian nilai BMD dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsi dari pemerintah daerah.1 

Barang milik negara/daerah dapat ditetapkan status 

penggunaannya untuk penyelengaraan tugas dan fungsi 

kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, guna 

dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan 

umum sesuai tugas dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja 

perangkat daerah yang bersangkutan. Pemanfaatan barang milik 

negara/daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan 

memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum.2 

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau 

diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau 

berasal dari perolehan lainnya yang sah.3 Barang Milik Daerah 

merupakan unsur penting di dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

oleh Pemerintah Daerah, serta guna menunjang operasional jalannya 

 
1 Harnovinsah dkk, Bunga Rapmai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik, Unitomo Press, 2020, Surabaya, hal. 117 
2 Toman Sony Tambunan, Glosarium Istilah Pemerintahan, Prenada Media, 2016, Jakarta, hal 419 
3 Lihat angka 39 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jo angka 2 Pasal 1 Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah 
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pemerintahan daerah. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, maka 

pemerintahan daerah juga diberikan kewenangan sebagai provider atas 

kebutuhan barang dan/atau jasa, termasuk pembangunan sarana dan 

prasarana. 

Pada praktiknya, pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan 

berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, 

akuntabilitas, dan kepastian nilai.4 Ketidakpedulian terhadap pengelolaan 

dan pemeliharaan barang milik daerah yang tidak teratur, tertib dalam 

melaksanakan ketentuan pengelolaan barang milik daerah dapat terlihat 

dari catatan atas opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap 

keuangan pemerintah daerah yang hampir setiap tahun masih didominasi 

masalah penyajian aset tetap. Dalam hal ini, terlebih dahulu diperlukan 

adanya perencanaan di dalam penggunaan Barang Milik Daerah melalui 

perencanaan kebutuhan serta penganggaran oleh Pemerintah Daerah. 

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan 

memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta 

ketersediaan barang milik daerah yang ada. Ketersediaan barang milik 

daerah merupakan barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang 

dan/atau Pengguna Barang. Perencanaan barang milik daerah harus 

dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada SKPD 

sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKMBD (Rencana 

Kebutuhan Barang Milik Daerah) yang merupakan dokumen 

perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun.5 

Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset 

 
4 Lihat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
5 Puji Agus, Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri Terbaru, YPLBBA, 2019, Palembang, hal 2-1 
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tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk 

melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak 

dikelola dengan  semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya 

karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau 

pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu. 

Untuk menunjang tata kelola yang baik, pengelolaan barang milik 

daerah harus dilaksanakan dengan baik mulai pada saat perencanaan 

dan penganggaran barang milik daerah, penatausahaan hingga 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik daerah 

oleh Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang ini menyiratkan bahwa keuangan 

negara tidak hanya mencakup hal dan kewajiban negara yang dapat 

dinilai secara langsung dengan uang, tetapi juga mencakup segala 

sesuatu berupa barang yang dapat dijadikan barang milik negara 

sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Jika 

ditarik pada tingkat pemerintahannya dibawahnya, yakni pada level 

daerah, maka muatan dalam Pasal 1 ini dapat dimaknai bahwa keuangan 

daerah juga mencakup hak dan kewajiban terkait dengan barang milik 

daerah. 

Barang Milik Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

keuangan daerah, selanjutnya ditegaskan pula dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang menyatakan 

secara eksplisit bahwa reformasi bidang keuangan negara/daerah 

mencakup reformasi dalam pengelolaan barang milik negara/daerah. 

Selanjutnya, Kepala Daerah menetapkan kebijakan pengelolaan barang 
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milik daerah.6 

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah disusun dengan berpedoman pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan berlakunya 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah kemudian pada tanggal 2 Juli 2024 telah 

diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam 

ketentuan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri dimaksud 

terdapat beberapa perubahan tentang mekanisme pengelolaan barang 

milik daerah.  

Berdasarkan perubahan terhadap peraturan perundang-

undangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu untuk 

ditinjau kembali. 

B. Identifikasi Masalah 

Masalah pokok yang akan diidentifikasi dalam menyusun kajian 

Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kajian teoretis dan praktik empiris di dalam 

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah? 

 
6 Lihat Pasal 43 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
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2. Bagaimanakah evaluasi dan analisis peraturan perundang-

undangan terkait dengan pembentukan Rancangan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah? 

3. Apa saja yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di 

dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah? 

4. Bagaimanakah jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup 

materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah? 

C. Tujuan Penyusunan 

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah : 

1. Merumuskan kajian teoretis dan praktik empiris di dalam 

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

2. Memberikan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan 

terkait dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 

7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam 

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 
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tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

4. Memberikan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi 

muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

D. Metode Penyusunan Kajian Akademik 

Penyusunan  Kajian  Akademik  pada  dasarnya  merupakan 

suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan 

kajian akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum. Dalam 

mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, 

karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode dimana 

langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-

pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan 

tidak terkendalikan.7 

Setiap penulisan ilmiah dibutuhkan data atau keterangan-

keterangan dari objek yang akan diteliti dan dibahas. Data dan 

keterangan tersebut berfungsi sebagai penunjang dan bahan yang akan 

diuraikan, baik sebagai data pokok ataupun sebagai data pelengkap. 

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang 

diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan 

yang menjadi induknya.  

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata cara untuk 

memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang 

 
7 Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia, Malang, hlm.294 



7  

bersangkutan.8 Metode merupakan suatu alat yang akan memberikan 

suatu pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan 

memahami suatu permasalahan yang akan dikaji. Dengan demikian, 

dalam melaksanakan penelitian hukum untuk menyusun penulisan 

hukum ini perlu didukung oleh metode yang lebih baik agar diperoleh 

hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Berdasarkan uraian diatas maka metode penelitian yang akan 

dipergunakan dalam penyusunan Kajian Akademik adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Kajian 

Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah ini adalah metode yuridis empiris, 

yang diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang digunakan 

untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih 

dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian 

terhadap data primer di lapangan.9 Penggunaan metode pendekatan 

yuridis empiris karena yang diteliti adalah masalah keterkaitan antar 

faktor yuridis berbagai peraturan perundang-undangan terkait 

kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam merumuskan 

pengaturan mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

 

 

 
8 Soerjono Soekamto, 1984, Pengertian Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, hal 6. 
9 Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 44 
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2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu 

melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang 

selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah 

terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan 

dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Tegal. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual, maka diperlukan 

data primer dan data sekunder.   

a. Data primer.  

 Data primer10 adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan 

melakukan studi lapangan penelitian (field research), wawancara 

dan/atau observasi yang bertujuan untuk menggali informasi 

yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan 

permasalahan yang diteliti. Beberapa informasi yang dibutuhkan 

adalah: 

1) Gambaran umum Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di 

Kabupaten Tegal. 

2) Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, 

jangkauan, arah pengaturan Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah di Kabupaten Tegal. 

 
10J. Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: Rineka Cipta, hal 2. 
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3) Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tegal dalam melaksanakan tugas dan fungsi melaksanakan 

Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Tegal. 

4) Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah yang sudah 

berjalan dalam pengelolaan barang milik daerah. 

b. Data sekunder.  

 Data sekunder11 adalah data yang diperoleh melalui bahan 

kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau 

penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan 

mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan 

dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier.  

1) Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut12: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 

 
11 Ronny Hanitijio Soemitro, loc. Cit. 
12 Soerjono Soekanto, Op Cit, hal 151-152. 
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Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesiatahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 

d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Milik Daerah; dan 

f) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 105). 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang 

tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum 

primer, yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran 

para pakar atau ahli seperti doktrin–doktrin dalam buku, 
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jurnal hukum, hasil penelitian, hasil pengkajian, dll. Termasuk 

pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan 

narasumber (sebagai pendukung untuk memperjelas bahan 

hukum primer). 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang 

mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan 

hukum lainnya seperti majalah hukum, surat kabar, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Pengumpulan Data Primer 

Dalam pengumpulan data primer peneliti menggunakan 

metode wawancara. Menurut Maleong, wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu13. Wawancara adalah proses 

tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana 

dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung 

informasi-informasi atau keterangan-keterangan.14 

Cara wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas 

terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi 

oleh waktu dan daftar pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada 

pokok-pokok permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. 

Wawancara bebas terpimpin ini dimaksudkan agar memperoleh 

jawaban spontan dan gambaran yang lebih luas tentang masalah 

yang diteliti. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara 

 
13Lexy Maleong, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. Hal 176. 
14Choloid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, Metodologi Penelitian, Jakarta:Bumi Aksara. Hal.81. 
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terbuka artinya subyeknya mengetahui bahwa mereka sedang 

diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara 

tersebut. 

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini dilakukan dengan 

purposive non random sampling, yaitu sampel yang diwawancarai 

dipilih berdasarkan tujuan penelitian dan memiliki kemampuan 

serta pemahaman terhadap permasalahan pengelolaan barang milik 

daerah di Kabupaten Tegal. 

b. Metode Pengumpulan Data Sekunder 

 Metode pengumpulan data sekunder sering disebut metode 

pengumpulan bahan dokumen, karena peneliti tidak secara 

langsung mengambil data sendiri tetapi memanfaatkan data atau 

dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain15. 

 Pada umumnya, data sekunder yang digunakan oleh pihak 

peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran 

pelengkap, ataupun untuk diproses lebih lanjut. Dalam metode 

pengumpulan data sekunder, obsevator tidak meneliti langsung, 

tetapi data didapatkan misalnya dari media massa, BPS, lembaga 

pemerintah maupun swasta, lembaga penelitian maupun pusat 

bank, data hasil penelitian lain, penelitian kepustakaan dalam hal 

untuk mengetahui berbagai pengetahuan dan karya yang pernah 

dicapai oleh para peneliti terdahulu. Dengan penelitian 

kepustakaan, akan melatih peneliti untuk membaca kritis segala 

bahan yang dijumpainya, kecermatan dan ketelitian peneliti akan 

sangat teruji dalam memutuskan sumber yang dipercayanya. 

 
15http://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/metode-pengumpulan-data.html, diakses tanggal 18 Maret 2024.  

http://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/metode-pengumpulan-data.html
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5. Metode Analisis Data 

 Analisa data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan 

penulisan. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, 

runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan 

interpretasi data dan memahami hasil analisis. Data yag diperoleh 

melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan 

kemudian di analisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah 

yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan 

disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk 

deskriptif yang kemudian disimpulkan. Metode analisis yang 

digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisa data kualitatif. 

Artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga 

terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil 

analisis tersebut peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab isu 

hukum tersebut. Data-data yang dikumpulkan dianalisis secara 

kualitatif untuk menemukan pengaturan mengenai perubahan 

pengelolaan barang milik daerah. 

E. Dasar Hukum 

Dasar hukum dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945 merupakan sumber dari setiap 

peraturan perundang-undangan, karena dari sanalah semua hukum 
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positif dijabarkan menjadi lebih rinci dari peraturan yang sifatnya 

umum sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pada prinsipnya, Konstitusi kita sudah mengarahkan 

bahwasanya kemerdekaan Indonesia dari penjajah yang telah 

terwujud masih diperlukan adanya usaha-usaha untuk memenuhi 

nilai-nilai demokrasi yang seutuhnya bagi setiap warga negara. 

Negara demokrasi yang sukses adalah negara yang cerdas dalam 

menjaga asset negara demi dan dapat dimanfaatkan guna 

kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Karena asset negara adalah 

suatu pondasi dalam setiap pembagunan. dengan nilai-nilai 

demokrasi yang memuaskan kebutuhan semua golongan dari 

masyarakat di daerah tersebut dengan tetap berdasarkan pada 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Hal ini senada dengan nilai-nilai filosofis sebagaimana 

termaktub di dalam alinea kedua Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: 

“… mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang 

kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, 

adil, dan makmur.” 

Selanjutnya ditegaskan kembali di dalam alinea keempat Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang 

berbunyi: 

“... yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia 

yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan 
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Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan 

Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 

Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 

Adapun materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang dapat dikaitkan dengan 

pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah adalah sebagai berikut: 

Pertama, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “Pemerintah daerah 

provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan.” 

Kedua, Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Pemerintahan daerah 

menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan 

yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan 

Pusat.” 

Ketiga, Pasal 18 ayat (6), menjelaskan bahwa, “Pemerintahan daerah 

berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain 

untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” 

Keempat, Pasal 18 A ayat (2), menjelaskan bahwa, “Hubungan 

keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan 

sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan 

daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan 

undang-undang.” 
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Kelima, Pasal 28H ayat (1), menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak 

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan.”  

Keenam, Pasal 23E (1) menjelaskan bahwa, Untuk memeriksa 

pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan 

satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.  

Ketujuh, Pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa, “Bumi dan air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” 

Menjaga, mengelola asset negara guna kemakmuran rakyat 

Indonesia merupakan  tanggung jawab negara dari pemerintah pusat 

hingga pemerintah daerah kabupaten/kota, bahkan tingkat desa. 

Di dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah, tentu Pemerintah Daerah harus melakukan 

sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-

undangan terkait lainnya. 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

Dasar hukum pembagian wilayah administrasi tersebut adalah 

Undang–undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, 

Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 

Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II 

Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, semakin memperjelas 

batas–batas wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

Di dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan Urusan 

Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh 

kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 

melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan 

masyarakat. Ketentuan mengenai pembagian urusan Pemerintah 

Pusat dan pemerintahan daerah juga diatur didalamnya. 

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan 

pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian 

urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa 

selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang 

sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan 

pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan 

hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan 

dimaksud meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, 

moneter, yustisi, dan agama, dan bagian tertentu urusan pemerintah 

lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah. 
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Di samping itu, terdapat bagian urusan pemerintah yang 

bersifat concurrent, artinya urusan pemerintahan yang 

penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat 

dilaksanakan, bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. 

Dengan demikian setiap urusan yang bersifat concurrent senantiasa 

ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada 

bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian 

urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Urusan yang 

menjadi kewenangan Daerah Provinsi diselenggarakan sendiri oleh 

Daerah Provinsi. Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan 

Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah 

Kabupaten/Kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya 

kepada Desa. 

Berdasarkan Undang-Undang ini urusan pemerintahan 

konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan 

pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib ini terdiri atas 

Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 

Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan 

Dasar.16 

Adapun kriteria urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi urusan pemerintahan 

yang lokasinya, penggunanya, manfaat atau dampak negatifnya 

hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, serta dalam penggunaan 

sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah 

Kabupaten/Kota. 

 
16 Lihat Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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Adapun dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku 

penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah 

sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan 

Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat  

serta kekhasan dari Daerah tersebut. 

Peraturan Daerah yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku 

dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun 

demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan 

perundang-undangan. Artinya, Peraturan Daerah sebagai bagian 

dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh 

bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam 

kaidah penyusunan Peraturan Daerah. 

Beberapa ketentuan materi muatan UU Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan 

Barang Milik Daerah diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Pasal 297 yang menyatakan Komisi, rabat, potongan, atau 

penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang 

dapat dinilai dengan uang secara langsung sebagai akibat dari 

penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan 

barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro, atau 

penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, 

penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah atau dari 

kegiatan lainnya merupakan pendapatan Daerah. Semua 
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pendapatan Daerah tersebut apabila berbentuk uang harus 

segera disetor ke kas umum Daerah dan berbentuk barang 

menjadi milik Daerah yang dicatat sebagai inventaris Daerah. 

b. Pasal 307 yang menyatakan bahwa Barang milik Daerah yang 

diperlukan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tidak 

dapat dipindah tangankan. Pelaksanaan pengadaan barang milik 

Daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan 

kebutuhan Daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan 

transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang milik 

Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan dapat dihapus dari daftar barang milik Daerah 

dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, disertakan 

sebagai modal Daerah, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang milik Daerah 

tidak dapat dijadikan tanggungan atau digadaikan untuk 

mendapatkan pinjaman. 

c. Pasal 333 yang mengatur perihal penyertaan modal Daerah. 

Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik 

Daerah. Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat 

barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal. Nilai riil 

diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
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Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

  Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang 

pengelolaan barang milik negara/daerah perubahan atas Peraturan  

pemerintah Nomor 27 tahun 2014 menjelaskan adanya perubahan 

dan penambahan beberapa pasal terkait pengelolaan barang milik 

daerah diantaranya yaitu disisipkannya satu angka diantara angka 

16 dan 17 yaitu angka 16a yang berbunyi “Kerja Sama Terbatas 

Untuk Pembiayaan Infrastruktur adalah optimalisasi Barang Milik 

Negara untuk meningkatkan fungsi operasional Barang Milik Negara 

guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan 

infrastruktur lainnya”.17 

Pengelola Barang dapat melimpahkan kewenangan penetapan 

status Penggunaan atas Barang Milik Negara selain tanah dan/atau 

bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengguna Barang/Kuasa 

Pengguna Barang. Gubernur/Bupati/Walikota dapat melimpahkan 

kewenangan penetapan status Penggunaan atas Barang Milik Daerah 

selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada 

Pengelola Barang Milik Daerah. Bentuk-bentuk pemanfaatan barang 

milik negara/daerah yaitu :18 

a. Sewa; 

b. Pinjam Pakai; 

c. Kerja Sama Pemanfaatan; 

d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;atau 

e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. 

 
17 Lihat pasal 1 angka 16a Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 
27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  
18 Lihat pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 
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Barang milik negara/daerah dapat disewa dengan ketentuan 

paling lama dengan jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang 

lagi. Jangka waktu sewa barang milik negara/daerah dapat lebih dari 

5 (lima) tahun guna peruntukan: 

a. kerja sama infrastruktur; 

b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu 

sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau 

c. ditentukan lain dalam Undang-Undang. 

Untuk Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik 

Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh: 

a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau 

b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah. 

Untuk ketentuan Hibah Barang Milik Negara/Daerah 

dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, 

keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, 

dan penyelenggaraan pemerintahan negara/ daerah / desa. Dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. bukan merupakan barang rahasia negara; 

b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang 

banyak; dan 

c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan 

penyelenggaraan pemerintahan negara/ daerah. 

Hibah dapat berupa: 

a. Tanah dan/atau bangunan: 

1) yang berada pada Pengelola Barang, untuk Barang Milik 

Negara; 
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2) yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, 

untuk Barang Milik Daerah; 

3) tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna 

Barang; atau 

4) selain tanah dan/atau bangunan. 

 ketentuan hibah barang milik negara/pemerintah daerah 

dapan dilaksanakan sebagai berikut : 

a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul 

Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota disertai pertimbangan dan 

kelengkapan data; 

b.  Dalam rangka persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota, 

Pengelola Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya 

Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; 

c.  Apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, Gubernur/Bupati/ Walikota dapat 

menyetujui dan/atau menetapkan Barang Milik Daerah berupa 

tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan; 

d.  Proses persetujuan Hibah Barang Milik Daerah dilaksanakan 

dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 57 ayat (2); 

e.  Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada 

persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan 

f.  pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus 

dituangkan dalam berita acara serah terima barang. 
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tegal Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tegal Nomor 105). 
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BAB II 

POKOK PIKIRAN 

A. Dasar Teori 

1. Barang Milik Daerah 

Sebelum membahas tentang pengelolaan/ manajemen barang 

milik daerah, terlebih dahulu kita bahas pengertian aset secara umum. 

Pengertian aset (asset) adalah barang yang dalam pengertian hukum 

disebut benda serta terdiri dari atas benda tidak bergerak dan benda 

bergerak, baik yang berwujud (tangible) maupun yang tidak berwujud 

(intangible), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta 

kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha, ataupun 

individu. Dengan demikian aset merupakan sumberdaya yang memiliki 

nilai ekonomi, komersial, tukar atau nilai sosial dan dapat dimiliki atau 

dikuasai oleh pemerintah, masyarakat, perorangan, serta organisasi 

swasta.19 

Hal ini sepaham dengan definisi aset yang ditegaskan dalam 

Kerangka  Konseptual  Akuntansi Pemerintahan dimana aset adalah 

sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah 

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi 

dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh 

pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan 

uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk 

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya 

yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.20 

 
19 Sri Wahyuni & Rifki Khoiruddin, Pengantar Manajemen Aset, CV Nas Media Pustaka, Makassar, 2020, hal 4 
20 Lihat angka 60 huruf a, Lampiran I, Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 
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Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau 

diperoleh atas beban Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah atau 

perolehan lainnya yang sah, meliputi: barang yang diperoleh dari 

hibah/sumbangan atau yang sejenisnya; barang yang diperoleh sebagai 

pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; barang yang diperoleh 

berdasarkan ketentuan undang-undang; atau barang yang diperoleh 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap.21 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (39), Peraturan Pemerintah Nomor 

28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 

1 ayat (2), Pemendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 1 angka 16 Barang Milik 

Daerah adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya 

yang sah. 

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam 

Rencana Kerja  dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-

SKPD) setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang 

ada. Adapun perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik 

daerah disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan memperhatikan data barang 

yang ada dalam pemakaian.22 

 
21 Toman Sony Tambunan, S.E.,M.Si, Glosarium istilah pemerintahan,  Kencana, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, 

hal 8 
22 I Putu Jati Arsana, S.T., M.T, Manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hal 

146 
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Pada dasarnya pengadaan Barang Milik Negara/Daerah 

dimaksudkan untuk digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara, sehingga apabila terdapat 

Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang wajib diserahkan 

kepada Pengelola Barang. 

2. Kebijakan Akuntansi Tetap 

Secara umum dalam sistem akuntasi pemerintahan terdapat 2 

(dua) jenis aset yaitu: aset tetap dan aset tidak tetap lainnya. Pengertian 

dari aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat 

lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk 

digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh 

masyarakat umum. 

Selanjutnya aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan 

dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi 

aset tetap adalah sebagai berikut:23 

a. Tanah 

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah  yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 

b. Peralatan dan Mesin 

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan 

bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya 

 
23 Sri Wahyuni & Rifki Khoiruddin, Pengantar Manajemen Aset, CV Nas Media Pustaka, Makassar, 2020, hal 74-75 
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yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan 

dan dalam kondisi siap pakai. 

c. Gedung dan Bangunan 

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan 

yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan 

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan 

yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau 

dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

e. Aset Tetap Lainnya 

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh 

dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah 

dan dalam kondisi siap dipakai. 

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang 

dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan 

belum selesai seluruhnya. 

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat 

diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui  

sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: 24 

1. Berwujud; 

2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

3. Biaya perolehan asset dapat diukur secara andal; 

 
24   Ibid, hal 75 
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4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti 

secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi 

yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus 

diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di 

instansi berwenang, maka asset  tetap tersebut harus diakui pada 

saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah 

berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan 

atas  sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. 

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria 

sebagai berikut:25 

a. Berwujud; 

b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

c. Biaya perolehan asset dapat diukur secara andal; 

d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; 

e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; 

f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos 

untuk dipelihara; dan 

g. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran  untuk 

pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal 

kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. 

3. Gambaran Perubahan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan hal yang penting 

untuk terus ditingkatkan efektivitas dan akuntabilitasnya. Undang-

 
25 Modul 2- Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
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Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara melalui 

Pasal 49 ayat (6) mengamanatkan Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pengelolaan 

Barang Milik Daerah secara lebih spesifik sudah dimulai dengan 

terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (yang diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008), di mana telah diatur 

berbagai hal yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, 

pengadaan, pemeliharaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban 

terhadap Barang Milik Negara/Daerah. Terkait dengan pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah telah terjadi perubahan yaitu dengan 

diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Barang Milik Negara/Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2006.  

Seiring dengan perkembangannya, pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah menjadi semakin kompleks, sehingga perlu dikelola 

secara optimal, efektif, dan efisien. Sementara itu, pengaturan 

mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah belum sepenuhnya 

mengakomodir beberapa kebutuhan pengaturan dalam pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah. Saat ini terkait dengan pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah telah terjadi penyempurnaan regulasinya 

yaitu dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 
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Dinamika dari pengelolaan Barang Milik Daerah baik yang 

bersifat administratif maupun utilisasinya tidak cukup tertampung 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dalam hal 

pemanfaatan barang milik negara / daerah yaitu dengan kerja sama 

terbatas untuk pembiayaan infrastruktur.. Saat ini, pemerintah sedang 

menggalakkan pembangunan infrastruktur. 

Prinsip tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik (3T) 

selalu menjadi tugas besar Kementerian/Lembaga untuk memastikan 

agar dapat dijalankan dengan baik. Peningkatan kapasitas SDM dan 

infrastruktur agar mampu menopang pengelolaan Barang Milik Daerah 

yang lebih modern dan IT-based adalah salah satu hal yang 

diharapkan dari perubahan  ini. Hal ini untuk optimalisasi pengelolaan 

asset itu harus memaksimalkan ketersediaan asset (maximize asset 

availability), memaksimalkan penggunaan asset (maximize asset 

utilization), dan meminimalkan biaya kepemilikan (minimize cost of 

ownership). Untuk mengoptimalkan suatu asset dapat dilakukan  

melalui Highest and Best Use Analysis.26 

B. Asas Pembentukan Peraturan Daerah 

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik 

berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:27 

1. Kejelasan Tujuan 

bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang- undangan harus 

mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 

2. Kelembagaan atau Organ Pembentuk    yang Tepat 

 
26 Op.Cit. Sri Wahyuni & Rifki Khoiruddin, hal 134 
27 Ibid, hal 37-38 
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bahwa setiap jenis Peraturan Perundang- undangan harus dibuat oleh 

lembaga/ pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang 

berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan 

atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak 

berwenang. 

3. Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan 

bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan harus 

benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis 

Peraturan Perundang-undangannya. 

4. Dapat Dilaksanakan 

bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus 

memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut 

di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. 

5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan  

bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang 

benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

6. Kejelasan Rumusan 

bahwa setiap Peraturan Perundang- undangan harus memenuhi 

persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan 

sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya 

jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai 

macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 

7. Keterbukaan 

bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan 
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bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan 

masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-

undangan. 

Terhadap materi muatan Peraturan Perundang-undangan  harus 

mencerminkan asas yang tercermin didalam pasal 6 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, yaitu:28 

1. Pengayoman; yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa 

setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus berfungsi 

memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman 

masyarakat.  

2. Kemanusiaan; yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah 

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus 

mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia 

serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia 

secara proporsional. 

3. Kebangsaan; yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa 

setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus 

mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik 

(kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

4. Kekeluargaan; yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah 

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus 

 
28 Ibid hal 38-41 
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mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap 

pengambilan keputusan. 

5. Kenusantaraan; yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah 

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 

senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan 

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah 

merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan 

Pancasila.  

6. Bhineka tunggal ika; yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal 

ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 

harus mem-perhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan 

golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang 

menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

7. Keadilan; yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap 

Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan 

keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. 

8. Kesamaan Kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; yang dimaksud 

dengan ”asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” 

adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 

tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar 

belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status 

sosial.  

9. Ketertiban dan kepastian hukum; yang dimaksud dengan ”asas 

ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan 
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Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban 

dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. 

10. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan; yang dimaksud dengan 

”asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa 

setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus 

mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara 

kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan 

negara. 

C. Kondisi Kabupaten Tegal 

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di Propinsi 

Jawa Tengah dengan Ibu Kota Slawi. Terletak pada posisi 1080 57’ 6” – 

1090 21’ 30” Bujur Timur dan 60 50’ 41” – 70 15’ 30” Lintang Selatan. Luas 

wilayah Kabupaten Tegal adalah 983,9 km2. 

Akhir tahun 2024, wilayah administrasi Kabupaten Tegal terdiri dari 18 

wilayah Kecamatan, dengan luas daratan masing–masing kecamatan, 

yaitu: Margasari (100,8 km2), Bumijawa (109,2 km2), Bojong (67,7 km2 ), 

Balapulang (86,2 km2 ), Pagerbarang (45,8 km2), Lebaksiu (47,0 km2 ), 

Jatinegara (109,5 km2 ), Kedungbanteng (82,7 km2), Pangkah (37,6 km2), 

Slawi (13,8 km2), Dukuhwaru (26,3 km2 ), Adiwerna (27,0 km2), Dukuhturi 

(17,1 km2), Talang (18,9 km2 ), Tarub (28,0 km2), Kramat (43,9 km 2 ), 

Suradadi (58,8 km2) serta Warureja (63,3 km2). Selain itu memiliki 287 

Desa/Kelurahan.  

Dasar hukum pembagian wilayah administrasi tersebut adalah 

Undang–undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Selanjutnya 

dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 
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Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten 

Daerah Tingkat II Tegal, semakin memperjelas batas–batas wilayah 

Kabupaten Tegal dan Kota Tegal.  

Roda Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut 

asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan (UU No. 32 Tahun 2004), 

Pemerintah Kabupaten Tegal dipimpin oleh Bupati sebagai Kepala Daerah 

dan Kepala Eksekutif yang dibantu oleh Wakil Bupati, Dalam menyusun 

kebijakan dan mengawasi kebijakan dinas daerah dan lembaga teknis 

daerah Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah. Jumlah wakil rakyat yang 

duduk pada lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) sebanyak 50 orang, dengan 35 orang laki–laki dan 15 orang 

perempuan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Kabupaten Tegal pada 

tahun 2024 sebanyak 10.422 orang. 

Kondisi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Tegal 

memiliki tantangan klasik seperti penatausahaan yang masih manual, 

termasuk pembukuan aset. Terkait kendaraan dinas, pengelolaan 

sebelumnya bersifat manual dan sulit dilacak, meskipun sistem informasi 

sudah mulai dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi. Selain itu, 

terdapat juga peraturan daerah dan bupati yang mengatur pemanfaatan 

dan pengawasan BMD untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan 

yang berlaku. 

Permasalahan utama pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut: 

1. Penatausahaan manual 

Pembukuan dan pencatatan BMD masih dilakukan secara manual, 

terutama pada instansi seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
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Terpadu Satu Pintu. 

2. Sistem pengelolaan kendaraan dinas 

Pengelolaan kendaraan dinas sebelumnya bersifat manual, yang 

menyebabkan kesulitan dalam melacak penggunaannya dan 

menimbulkan potensi penyalahgunaan. Sistem informasi baru 

(SIKENDIS) sedang dikembangkan untuk mengatasi masalah ini. 

Secara umum, pengelolaan BMD di Kabupaten Tegal sedang berupaya 

mengatasi tantangan melalui pembaruan sistem dan peraturan. Meskipun 

masih ada pekerjaan rumah terkait penatausahaan manual, pemerintah 

daerah telah mengambil langkah proaktif untuk memperbaiki kondisi 

tersebut, terutama dalam pengelolaan aset seperti kendaraan dinas. 

D. Pokok Pikiran 

Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan hal yang penting untuk 

terus ditingkatkan efektivitas dan akuntabilitasnya. Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara melalui Pasal 49 

ayat (6) mengamanatkan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur 

dalam Peraturan Pemerintah. Pengelolaan Barang Milik Daerah secara 

lebih spesifik sudah dimulai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008), di 

mana telah diatur berbagai hal yang berkaitan dengan perencanaan, 

penganggaran, pengadaan, pemeliharaan, pengendalian, dan 

pertanggungjawaban terhadap Barang Milik Negara/Daerah. Terkait 

dengan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah terjadi perubahan 

yaitu dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Barang Milik Negara/Daerah yang menggantikan Peraturan 

https://www.google.com/search?q=SIKENDIS&sca_esv=99f76dd4c2fc864c&sxsrf=AE3TifMtUsZZNMbYGlLWn9vHbNNWHcS1mQ%3A1760864976808&ei=0Kr0aJODMeqW4-EPtf2y-Q0&ved=2ahUKEwikkZfy9a-QAxUZRmwGHZXfKi8QgK4QegQIAxAC&uact=5&oq=kondisi+pengelolaan+bmd+di+kabupaten+tegal&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiKmtvbmRpc2kgcGVuZ2Vsb2xhYW4gYm1kIGRpIGthYnVwYXRlbiB0ZWdhbDIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAY7wUyBRAAGO8FSLMMUOEFWIMJcAF4AJABAJgBdqABqgKqAQMyLjG4AQPIAQD4AQGYAgOgAu8BwgIIEAAYsAMY7wXCAgsQABiABBiwAxiiBJgDAIgGAZAGBZIHAzIuMaAHrAuyBwMxLjG4B-ABwgcFMi0yLjHIBxI&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfDfGB3AncEJiy5uMXawbqzUi_BXpE9l6pyh06QSGL7q_j4tsal4bc3NJdTzo5mszSmq9pfztWpmxdL0XY8PGO3l7cGFm1hD2h6LM81eK_hmJH9uOpfd9NmrFjQ8OKzm3-KbW0i5tSKqNmlJD386jLeSbRUqneF6SOqnhd4Nr8LvrdbB0kOfrK7yhJw3M4CFwiQJl1Xw8QLFkZB_2XV1R9jw9ViBUCMMMs9IQi8rRwFXIt_XenYcuVdfV2zFAjSCYFi0WI54cjCOaDkOi8YLJH32&csui=3
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Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006.  

Seiring dengan perkembangannya, pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah menjadi semakin kompleks, sehingga perlu dikelola secara 

optimal, efektif, dan efisien. Sementara itu, pengaturan mengenai 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah belum sepenuhnya mengakomodir beberapa 

kebutuhan pengaturan dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 

Saat ini terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah 

terjadi penyempurnaan regulasinya yaitu dengan diundangkannya 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah. 

Dinamika dari pengelolaan Barang Milik Daerah baik yang bersifat 

administratif maupun utilisasinya tidak cukup tertampung dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dalam hal pemanfaatan 

barang milik negara / daerah yaitu dengan kerja sama terbatas untuk 

pembiayaan infrastruktur.. Saat ini, pemerintah sedang menggalakkan 

pembangunan infrastruktur. 

Prinsip tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik (3T) selalu 

menjadi tugas besar Kementerian/Lembaga untuk memastikan agar dapat 

dijalankan dengan baik. Peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur 

agar mampu menopang pengelolaan Barang Milik Daerah yang lebih 

modern dan IT-based adalah salah satu hal yang diharapkan dari 

perubahan  ini. Hal ini untuk optimalisasi pengelolaan asset itu harus 

memaksimalkan ketersediaan asset (maximize asset availability), 
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memaksimalkan penggunaan asset (maximize asset utilization), dan 

meminimalkan biaya kepemilikan (minimize cost of ownership). Untuk 

mengoptimalkan suatu asset dapat dilakukan  melalui Highest and Best 

Use Analysis.29 

Beberapa materi muatan penyempurnaan yang diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah antara lain mengenai:  

1. Penggunaan 

Penyempurnaan pengaturan pada Bab V mengenai Penggunaan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, berupa penambahan 

pengaturan mengenai “Pengelola Barang” sebagai subjek yang dapat 

melaksanakan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara/Daerah. 

2. Pemanfaatan 

Dalam rangka mendukung program percepatan pembangunan 

infrastruktur Indonesia, peran Barang Milik Negara dioptimalkan 

melalui penambahan bentuk baru Pemanfaatan Barang Milik Negara 

yaitu Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur. 

Selain itu, dalam rangka mendukung program pembangunan 

nasional yang berkelanjutan melalui optimalisasi Barang Milik 

Negara/Daerah dalam menunjang Penerimaan Negara, terdapat 

perubahan pengaturan pada Bab Pemanfaatan, antara lain 

penambahan pengaturan mengenai: 

 
29 Op.Cit. Sri Wahyuni & Rifki Khoiruddin, hal 134 
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a. jenis sewa yang penyetorannya dapat dilakukan secara bertahap 

yaitu untuk Barang Milik Negara/Daerah dengan karakteristik/ sifat 

khusus; 

b. jangka waktu Pinjam Pakai dapat dilakukan perpanjangan; 

c. penambahan pihak yang dapat ditunjuk langsung sebagai Mitra 

Kerja Sama Pemanfaatan, yaitu anak perusahaan badan usaha milik 

negara yang diperlakukan sama dengan badan usaha milik negara 

sesuai ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai 

tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan 

usaha milik negara dan perseroan terbatas; dan 

d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Negara 

yang dapat dilakukan oleh Pengguna Barang setelah memperoleh 

persetujuan Pengelola Barang. 

3. Pemindahtanganan 

Untuk mengakomodir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 

tentang Desa, terdapat penambahan “desa” sebagai pihak yang dapat 

melakukan proses Tukar Menukar dan Hibah untuk Barang Milik 

Negara / Daerah.30 

Penyederhanaan proses Pemindahtanganan Barang Milik Negara 

dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang dari awal 

pengadaannya direncanakan untuk menjadi Penyertaan Modal 

Pemerintah Pusat menggunakan nilai realisasi anggaran yang telah 

direviu oleh aparat pengawasan intern pemerintah, yaitu: 

 
30 Lihat Bab I Umum angka 1 Dasar Pemikiran Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengellolaan Barang Milik Negara / Daerah 
. 
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a. Perencanaan pengadaan Barang Milik Negara dibahas bersama 

dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau 

badan hukum lainnya yang dimiliki negara calon penerima 

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat; 

b. Tidak dilakukan Penetapan Status Penggunaan; dan 

c. Usulan penetapan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat 

dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak akhir tahun anggaran 

pengadaan Barang Milik Negara. 

Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut : 

1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Daerah perlu dilakukan perubahan menyesuaikan dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah. 

2. Rancangan Peraturan Daerah  Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Daerah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman teknis 

dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Tegal. 

3. Rancangan Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan substansi antara 

lain : 

1) Definisi: 



42  

- Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

- Pengurus Barang Pengelola; 

- Pengurus Barang Pengguna; 

- Pengurus Barang Pembantu; 

- Pinjam Pakai; 

- Tukar Menukar; dan 

- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. 

2) Kewenangan Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan 

Barang Milik Daerah. 

3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah. 

4) Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah. 

5) Jangka waktu pinjam pakai. 

6) Kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah. 

7) Pengaturan mitra kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah. 

8) Pengaturan bangun guna serah atau bangun serah guna barang milik 

daerah. 

9) Penilaian barang milik daerah. 

10) Penjualan barang milik daerah. 

11) Pegaturan hibah. 

12) Penyertaan modal Pemerintah Daerah. 

13) Penghapusan barang milik daerah. 

14) Pemantaaun dan penertiban barang milik daerah. 
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BAB III 

MATERI MUATAN 

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 

Sasaran pengaturan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

adalah untuk pembaharuan atas Peraturan Daerah yang ada yaitu 

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selama ini Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tegal dalam menyelenggarakan atau dalam pengelolaan atas 

barang milik daerah masih berpedoman pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah. Dalam pembentukan Peraturan Daerah tersebut mengacu pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik daerah yang saat ini sudah diperbaruhi menjadi Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah. Adapun dengan perkembangan hukum maka Pemerintah 

Daerah Kabupaten Tegal harus menyesuaikan materi muatan yang ada 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah. 

Disusunnya Rancangan Peraturan Daerah  Kabupaten Tegal tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah juga bertujuan untuk memberikan 

kemudahan, kepastian hukum, konsistensi dan transparansi dalam 

melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Tegal. 

Rancangan Perda ini diharapkan sebagai pedoman atau dasar 
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hukum dalam penatausahaan barang milik daerah, sehingga dalam 

pengelolaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Hal ini akan menegaskan bahwa, Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Kabupaten Tegal merupakan salah satu upaya dari peningkatan 

pengelolaan Barang Milik Daerah guna menunjang kelancaran 

pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan, dan 

Pembangunan Daerah, terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan 

barang, serta pengelolaan barang yang tertib, efektif dan efisien. Jadi 

dalam pengelolaan asset daerah harus dilaksanakan dengan baik dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

B. Ruang Lingkup Materi Muatan 

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah. Materi muatan yang diubah meliputi: 

1. Definisi: 

- Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

- Pengurus Barang Pengelola; 

- Pengurus Barang Pengguna; 

- Pengurus Barang Pembantu; 

- Pinjam Pakai; 

- Tukar Menukar; dan 

- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. 

2. Kewenangan Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan 

Barang Milik Daerah. 

3. Pemanfaatan Barang Milik Daerah. 
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4. Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah. 

5. Jangka waktu pinjam pakai. 

6. Kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah. 

7. Pengaturan mitra kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah. 

8. Pengaturan bangun guna serah atau bangun serah guna barang milik 

daerah. 

9. Penilaian barang milik daerah. 

10. Penjualan barang milik daerah. 

11. Pegaturan hibah. 

12. Penyertaan modal Pemerintah Daerah. 

13. Penghapusan barang milik daerah. 

14. Pemantaaun dan penertiban barang milik daerah. 

Yang dituangkan dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah 

sebagai berikut: 

a. Konsiderans: 

Unsur filosofis: 

bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan 

tertib pengelolaan Barang Milik Daerah sehinga pengelolaan barang 

Milik Daerah dapat dilaksanakan secara optimal, efektif, dan efisien 

serta transparan sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Unsur sosiologis: 

bahwa Pemerintah Daerah dalam pengelolaan barang milik Daerah 

dilakukan sesuai dengan kebutuhan Daerah sehingga dalam 

penyelenggaran pemerintahan daerah berjalan dengan baik dan 

terwujud kesejahteraan rakyat; 
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unsur yuridis: 

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

kebutuhan pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga perlu 

dilakukan perubahan. 

b. Ketentuan angka 14, angka 22, angka 23, angka 26, angka 34, dan 

angka 43 Pasal 1 diubah. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah 

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 

pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh 

Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tegal sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah Otonom; 
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4. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan 

Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 

kepentingan Masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

5. Bupati adalah Bupati Tegal; 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD Adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah; 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan 

DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

8. Unit Kerja adalah bagian perangkat daerah yang melaksanakan 

satu atau beberapa program; 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau 

diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya 

yang sah; 

11. Barang Inventaris adalah Barang Milik Daerah yang mempunyai 

masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan 

dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh 

masyarakat umum; 
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12. Barang Pakai habis adalah Barang Milik Daerah yang 

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional 

Pemerintah Daerah, yang umur ekonomisnya tidak lebih dari 12 

(dua belas) bulan; 

13. Persediaan adalah Barang Inventaris yang dimaksudkan untuk 

dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada 

masyarakat dan barang habis pakai; 

14. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 

pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan 

pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, 

penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan 

dan pengendalian; 

15. Pengelola Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut 

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan 

bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang 

Milik Daerah; 

16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah 

yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 

Bendahara Umum Daerah; 

17. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat 

Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik 

daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; 
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18. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut 

Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan Barang Milik Daerah; 

19. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut 

Kuasa Pengguna Barang, adalah Kepala unit kerja atau pejabat 

yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan 

barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-

baiknya; 

20. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang 

melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada 

Pengguna Barang; 

21. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut 

Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional 

Umum yang diserahi tugas mengurus barang; 

22. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas 

menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan 

Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang; 

23. Pengurus Barang Pengguna adalah aparatur sipil 

negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, 

mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada 

Pengguna Barang; 

24. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang 

yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis 

penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang; 
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25. Pembantu Pengurus Barang Pengguna Adalah pengurus barang 

yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis 

penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang; 

26. Pengurus Barang Pembantu adalah aparatur sipil negara yang 

diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, 

menatausahakan dan mempertanggung jawabkan Barang Milik 

Daerah pada Kuasa Pengguna Barang; 

27. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki pemerintah 

daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan 

sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan 

tugas pejabat dan /atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah; 

28. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian 

kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan 

pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang 

berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan 

datang; 

29. Penganggaran Terpadu adalah Penyusunan rencana keuangan 

tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis 

belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang 

didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana; 

30. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan 

kebutuhan barang daerah, jasa dan atau pemeliharaan barang 

daerah; 

31. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna 

Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik 
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Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah 

yang bersangkutan; 

32. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang 

tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi 

perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah 

dengan tidak mengubah status kepemilikan; 

33. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain 

dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang 

tunai; 

34. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar 

Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa 

menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir 

diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna 

Barang; 

35. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik 

daerah pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka 

peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan 

daerah dan sumber pembiayaan lainnya; 

36. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah 

berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan 

dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan 

oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah 

disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah 

beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah 

berakhirnya jangka waktu; 
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37. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah 

berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan 

dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai 

pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak 

lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati; 

38. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara 

Pemerintah Daerah dan Badan Usaha untuk kegiatan 

penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang- undangan; 

39. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang 

milik daerah; 

40. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah 

kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk 

uang; 

41. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik 

Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan 

Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara 

Pemerintah Daerah dengan Pihak Lain, dengan menerima 

penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan 

nilai seimbang; 

42. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah 

Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah 

kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari 

Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa 

memperoleh penggantian; 
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43. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan 

kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan 

kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang 

dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham/aset 

neto/kekayaan bersih milik daerah pada badan usaha milik 

negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya 

yang dimiliki negara; 

44. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau 

kegunaan Barang Milik Daerah; 

45. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah 

dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat 

yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, 

Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari 

tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada 

dalam penguasaannya; 

46. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi 

pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

47. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, 

pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik 

daerah; 

48. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif 

didasarkan pada data atau fakta yang obyektif dan relevan 

dengan menggunakan metode/tehnik tertentu untuk 

memperoleh nilai barang milik daerah; 



54  

49. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data 

barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang; 

50. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data 

barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna 

Barang; 

51. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain kementerian/lembaga dan 

Pemerintah Daerah. 

c. Ketentuan Pasal 6 diubah. 

d. Ketentuan ayat (5) Pasal 29 dihapus. 

e. Ketentuan Pasal 32 diubah. 

f. Ketentuan Pasal 33 diubah. 

g. Ketentuan Pasal 35 diubah. 

h. Ketentuan Pasal 36 diubah. 

i. Ketentuan Pasal 37 diubah. 

j. Ketentuan Pasal 39 diubah. 

k. Ketentuan Pasal 54 diubah. 

l. Ketentuan Pasal 55 diubah. 

m. Ketentuan Pasal 60 diubah. 

n. Ketentuan Pasal 65 diubah. 

o. Ketentuan Pasal 68 diubah. 

p. Ketentuan Pasal 77 diubah. 

q. Ketentuan Pasal 87 diubah. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 Dalam kajian akademik ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh 

atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal 

dari perolehan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Barang Milik Daerah atau disebut juga aset daerah merupakan 

unsur penting di dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh 

Pemerintah Daerah, serta guna menunjang operasional jalannya 

pemerintahan daerah. 

3. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka 

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu ditinjau kembali/dilakukan 

perubahan perlu untuk diubah disesuaikan dengan kebutuhan di 

daerah. 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah harus dilakukan perubahan disesuaikan materi muatannya 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Milik Daerah, diantaranya pengaturan mengenai: 

1. Kewenangan Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan 

Barang Milik Daerah. 

2. Pemanfaatan Barang Milik Daerah. 

3. Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah. 

4. Jangka waktu pinjam pakai. 

5. Kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah. 

6. Pengaturan mitra kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah. 

7. Pengaturan bangun guna serah atau bangun serah guna barang 

milik daerah. 

8. Penilaian barang milik daerah. 

9. Penjualan barang milik daerah. 

10. Pegaturan hibah. 

11. Penyertaan modal Pemerintah Daerah. 
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12. Penghapusan barang milik daerah. 

13. Pemantaaun dan penertiban barang milik daerah. 

Proses penyusunan Peraturan Daerah agar disesuaikan dengan 

mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
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Dalam Peraturan PerundangUndangan tentang Kebebasan Hakim, Jurnal 

Ilmiah, Universitas Brawijaya, Malang 

Peraturan Perundang-undangan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); 

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 105). 
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BUPATI TEGAL 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

RANCANGAN  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL 

NOMOR … TAHUN …  

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 

 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TEGAL, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya tertib 

administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah 

sehinga pengelolaan barang Milik Daerah dapat 

dilaksanakan secara optimal, efektif, dan efisien serta 

transparan sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

  b.  bahwa Pemerintah Daerah dalam pengelolaan barang milik 

Daerah dilakukan sesuai dengan kebutuhan Daerah 

sehingga dalam penyelenggaran pemerintahan daerah 

berjalan dengan baik dan terwujud kesejahteraan rakyat; 

  c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak 

sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan kebutuhan pengelolaan Barang 

Milik Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan; 

  d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
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Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 105); 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL 

dan 

BUPATI TEGAL 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG 

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 105) 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan angka 14, angka 22, angka 23, angka 26, 

angka 34, dan angka 43 Pasal 1 diubah berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, 

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 



64  

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 

yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945; 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tegal sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah Otonom; 

4. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah 

kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-

batas wilayah yang berwenang mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

Masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

5. Bupati adalah Bupati Tegal; 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD Adalah lembaga perwakilan rakyat 

daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala 

Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

8. Unit Kerja adalah bagian perangkat daerah yang 

melaksanakan satu atau beberapa program; 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah; 

10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli 

atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah; 

11. Barang Inventaris adalah Barang Milik Daerah yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) 

bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah 

Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum; 

12. Barang Pakai habis adalah Barang Milik Daerah yang 

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional 

Pemerintah Daerah, yang umur ekonomisnya tidak 

lebih dari 12 (dua belas) bulan; 
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13. Persediaan adalah Barang Inventaris yang 

dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan 

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan 

barang habis pakai; 

14. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan 

penganggaran, pengadaan, penggunaan, 

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, 

penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, 

penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian; 

15. Pengelola Barang Milik Daerah, yang selanjutnya 

disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang 

berwenang dan bertanggungjawab melakukan 

koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah; 

16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola 

keuangan daerah yang selanjutnya disebut Kepala 

SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara 

Umum Daerah; 

17. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala 

Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi 

pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah; 

18. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya 

disebut Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah; 

19. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang 

selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang, adalah 

Kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh 

Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang 

berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya; 

20. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah 

Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang 

milik daerah pada Pengguna Barang; 

21. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya 

disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau 

Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas 

mengurus barang; 

22. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang 

diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, 

dan menatausahakan Barang Milik 

Daerah pada Pengelola Barang; 

23. Pengurus Barang Pengguna adalah aparatur sipil 

negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, 

mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik 

Daerah pada Pengguna Barang; 
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24. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah 

pengurus barang yang membantu dalam penyiapan 

administrasi maupun teknis penatausahaan barang 

milik daerah pada Pengelola Barang; 

25. Pembantu Pengurus Barang Pengguna Adalah 

pengurus barang yang membantu dalam penyiapan 

administrasi maupun teknis penatausahaan barang 

milik daerah pada Pengguna Barang; 

26. Pengurus Barang Pembantu adalah aparatur sipil 

negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, 

mengeluarkan, menatausahakan dan 

mempertanggung jawabkan Barang Milik Daerah pada 

Kuasa Pengguna Barang; 

27. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki 

pemerintah daerah dan berfungsi sebagai tempat 

tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga 

serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan 

/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah; 

28. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan 

merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah 

untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah 

lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai 

dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang; 

29. Penganggaran Terpadu adalah Penyusunan rencana 

keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi 

untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan 

kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip 

pencapaian efisiensi alokasi dana; 

30. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan 

pemenuhan kebutuhan barang daerah, jasa dan atau 

pemeliharaan barang daerah; 

31. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

Pengguna Barang dalam mengelola dan 

menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai 

dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang 

bersangkutan; 

32. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik 

daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan 

tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau 

optimalisasi barang milik daerah dengan tidak 

mengubah status kepemilikan; 

33. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh 

pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima 

imbalan uang tunai; 

34. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau 

antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu 

tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu 
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tersebut berakhir diserahkan kembali kepada 

Pengelola Barang/Pengguna Barang; 

35. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan 

barang milik daerah pihak lain dalam jangka waktu 

tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan 

negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber 

pembiayaan lainnya; 

36. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik 

daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara 

mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut 

fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain 

tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah 

disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali 

tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut 

fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu; 

37. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik 

daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara 

mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut 

fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya 

diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain 

tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati; 

38. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja 

sama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha 

untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan; 

39. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan 

barang milik daerah; 

40. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang 

milik daerah kepada pihak lain dengan menerima 

penggantian dalam bentuk uang; 

41. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan 

Barang Milik Daerah yang dilakukan antara 

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar 

Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah 

dengan Pihak Lain, dengan menerima penggantian 

utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan 

nilai seimbang; 

42. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari 

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari 

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar 

Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah 

Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa 

memperoleh penggantian; 

43. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah 

pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang 

semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan 

menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk 

diperhitungkan sebagai modal/saham/aset 

neto/kekayaan bersih milik daerah pada badan usaha 
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milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan 

hukum lainnya yang dimiliki negara; 

44. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik 

dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah; 

45. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang 

milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan 

keputusan dari pejabat yang berwenang untuk 

membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, 

dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung 

jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada 

dalam penguasaannya; 

46. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang 

meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan 

barang milik daerah sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan; 

47. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan 

pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil 

pendataan barang milik daerah; 

48. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian 

yang selektif didasarkan pada data atau fakta yang 

obyektif dan relevan dengan menggunakan 

metode/tehnik tertentu untuk memperoleh nilai 

barang milik daerah; 

49. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat 

data barang yang digunakan oleh masing-masing 

Pengguna Barang; 

50. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang 

memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing 

Kuasa Pengguna Barang; 

51. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain 

kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah. 

 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 6 

(1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan Pengelolaan 

Barang Milik Daerah. 

(2) Bupati sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan 
Barang Milik Daerah berwenang dan 

bertanggungjawab: 

a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik 

Daerah; 

b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau 

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; 

c. menetapkan kebijakan pengamanan dan 

pemeliharaan Barang Milik Daerah; 

d. menetapkan pejabat yang mengurus dan 
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menyimpan Barang Milik Daerah; 

e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik 

Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD; 

f. menyetujui usul Pemindahtanganan, 

Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik 

Daerah sesuai batas kewenangannya; dan 

g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik 
Daerah, selain Pemanfaatan dalam bentuk Sewa 

pada Pengguna Barang. 

 

3. Ketentuan ayat (5) Pasal 29 dihapus, sehingga Pasal 29 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 29 

(1) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan 
oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, 

untuk barang milik daerah yang berada dalam 

penguasaan Pengelola Barang. 

(2) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan 

oleh Pengguna Barang dengan persetujuan 
Pengelola Barang, untuk barang milik daerah 

berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang 
masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain 

tanah dan/atau bangunan. 

(3) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan 
berdasarkan pertimbangan teknis dengan 

memperhatikan kepentingan Negara/Daerah dan 

kepentingan umum. 

(4) Barang Milik Daerah yang menjadi objek 

pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan. 

(5) Dihapus. 

(6) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

4. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 32 

(1) Barang Milik Daerah dapat disewakan kepada pihak 

lain. 

(2) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah lebih dari 
1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sejak 

ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang. 

(2a) Pelaksanaan Sewa dengan jangka waktu kurang 

dari 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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(3) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat lebih 

dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk: 

a. kerja sama infrastruktur; 

b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang 
memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) 

tahun; atau 

c. ditentukan lain dalam peraturan perundang-

undangan. 

(4) Besaran Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati. 

(5) Besaran sewa atas barang milik daerah untuk kerja 
sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf a atau untuk kegiatan dengan 
karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa 
lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf b dapat mempertimbangkan 
nilai keekonomian dari masing-masing jenis 

infrastruktur. 

(6) Besaran Sewa Barang Milik Daerah selain tanah 

dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati dengan 
berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang 

Milik Daerah. 

(7) Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan 
berdasarkan perjanjian, yang paling sedikit 

memuat: 

a. dasar perjanjian 

b. para pihak yang terkait dalam perjanjian; 

c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, 

dan jangka waktu; 

d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional 

dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; 

e. besaran dan jangka waktu sewa termasuk 

periodesitas sewa; 

f. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis 
kegiatan usaha dan kategori bentuk 

kelembagaan penyewa; 

g. hak dan kewajiban para pihak; dan 

h. hal lain yang dianggap perlu. 

(8) Hasil Sewa Barang Milik Daerah merupakan 
penerimaan Daerah dan seluruhnya wajib 

disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. 

(9) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus 
secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian 

Sewa Barang Milik Daerah. 
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(10) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (9), penyetoran uang Sewa 

Barang Milik Daerah dapat dilakukan secara 
bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang 

atas: 

i. Sewa untuk kerja sama infrastruktur; dan/atau 

j. Sewa untuk Barang Milik Daerah dengan 

karakteristik/ sifat khusus. 

 

5. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 33 

(1) Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan: 

a. mengoptimalkan Barang Milik Daerah yang 
belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna 

Barang; dan 

b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan Daerah. 

(2) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan 

antara pemerintah dan pemerintah daerah atau 
antar pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan daerah tidak termasuk pengalihan 

penggunaan barang antar Pengguna Barang. 

(3) Pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Daerah 

dilakukan oleh: 

a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah 

yang berada pada Pengelola Barang; dan 

b. Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah 

yang berada pada Pengguna Barang. 

(4) Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola 
Barang/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dilaksanakan setelah mendapatkan 

persetujuan Bupati. 

(5) Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Daerah 

paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. 

(6) Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian 

yang paling sedikit memuat: 

c. para pihak yang terkait dalam perjanjian; 

d. dasar perjanjian; 

e. identitas para pihak yang terkait dalam 

perjanjian; 

f. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, 

dan jangka waktu; 
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g. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional 
dan pemeliharaan selama jangka waktu 

peminjaman;  

h. hak dan kewajiban para pihak; dan 

i. persyaratan lain yang dianggap perlu. 
 
 

6. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 35 

(1) Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah 

dilaksanakan terhadap: 

a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna 

Barang kepada Bupati; 

b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah 

dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh 

Pengguna Barang; atau 

c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau 

bangunan. 

(2) Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah 

mendapatkan persetujuan Bupati. 

(3) Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan 

huruf c, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah 
mendapatkan persetujuan Bupati. 

 

7. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 36 

(1) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah 

dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana 

dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, 
pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang 

diperlukan terhadap Barang Milik Daerah 

tersebut; 

b. mitra Kerja Sama Pemanfaatan dipilih melalui 
tender, kecuali untuk Barang Milik Daerah yang 
bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan 

langsung; 

c. penunjukan langsung mitra Kerja Sama 

Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah yang 
bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada 

huruf b, dilakukan oleh Pengelola 
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Barang/Pengguna Barang terhadap Badan Usaha 
Milik Daerah yang memiliki bidang dan/atau 

wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

d. mitra kerja sama pemanfaatan harus membayar 
kontribusi tetap setiap tahun selama jangka 

waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan 
pembagian keuntungan hasil kerja sama 

pemanfaatan ke rekening Kas Umum Daerah; 

e. besaran pembayaran konstribusi tetap dan 
pembagian keuntungan hasil Kerja Sama 

Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan 

tim yang dibentuk oleh: 

1. Bupati untuk Barang Milik Daerah berupa 

tanah dan/atau bangunan; 

2. pengelola Barang Milik Daerah, untuk Barang 

Milik Daerah selain tanah dan/atau 

bangunan. 

f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan 
pembagian keuntungan hasil Kerja Sama 

Pemanfaatan harus mendapat persetujuan 

Bupati; 

g. dalam Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik 

Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, 
sebagian konstribusi tetap dan pembagian 

keuntungannya dapat berupa bangunan beserta 
fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan 

perencanaan tetapi tidak termasuk objek Kerja 

Sama Pemanfaatan; 

h. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya 

sebagai bagian dari konstribusi tetap dan 
konstribusi pembagian keuntungan sebagaimana 

dimaksud pada huruf g paling banyak 10% 
(sepuluh persen) dari total penerimaan 

konstribusi tetap dan pembagian keuntungan 

selama masa Kerja Sama Pemanfaatan; 

i. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian 

konstribusi tetap dan pembagian keuntungan 
dari awal pengadaannya merupakan Barang Milik 

Daerah; 

j. selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja 

Sama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau 
menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi 

objek Kerja Sama Pemanfaatan; dan 

k. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling 
lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian 

ditandatangani dan dapat diperpanjang. 
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(2) Semua biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan 
yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Kerja Sama 

Pemanfaatan dan biaya pelaksanaan Kerja Sama 
Pemanfaatan menjadi beban mitra Kerja Sama 

Pemanfaatan. 

(3) Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf k, tidak berlaku dalam 
hal Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik 
Daerah untuk jenis penyediaan infrastruktur yang 

pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai penyediaan 

infrastruktur. 
(4) Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang 

Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 50 
(lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani 

dan dapat diperpanjang. 

(5) Dalam hal mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas 

Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berbentuk 

badan usaha milik negara, badan usaha milik 
daerah, atau anak perusahaan badan usaha milik 
negara yang diperlakukan sama dengan badan usaha 

milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai tata cara 

penyertaan dan penatausahaan modal negara pada 
badan usaha milik negara dan perseroan terbatas, 

kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat 
ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh 
persen) dari hasil perhitungan tim sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e. 

 

8. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 37 

(1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna 

Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan 

pertimbangan: 

a. Pengelola Barang/Pengguna Barang memerlukan 

bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan 
pemerintahan Daerah untuk kepentingan 

pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan 

tugas dan fungsi; dan 

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana 
dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan 
fasilitas tersebut. 

(2) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna 
barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah 
mendapat persetujuan Bupati. 
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(3) Barang Milik Daerah berupa tanah yang status 
penggunaannya ada pada Pengguna Barang dan 

telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas 
dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, 

dapat dilakukan Bangun Guna Serah atau Bangun 
Serah Guna setelah terlebih dahulu diserahkan 

kepada Bupati. 
(4) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 

oleh Pengelola Barang dengan mengikutsertakan 
Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsinya. 

 
 

9. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 39 

(1) Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun 
Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak 

perjanjian ditandatangani 

(2) Pemilihan mitra Bangun Guna Serah atau Bangun 

Serah Guna dilaksanakan melalui tender. 

(3) Mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna 
yang telah ditetapkan, selama jangka waktu 

pengoperasian: 

a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas 

Umum Daerah setiap tahun sesuai besaran yang 

telah ditetapkan; 

b. wajib memelihara objek Bangun Guna Serah atau 

Bangun Serah Guna; dan 

c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau 

memindahtangankan: 

1. tanah yang menjadi objek Bangun Guna 

Serah atau Bangun Serah Guna; 

2. bangunan beserta fasilitas yang berasal dari 

pelaksanaan Bangun Guna Serah yang 
digunakan langsung untuk penyelenggaraan 
tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; 

dan/atau 

3. hasil Bangun Serah Guna. 

(4) Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil Bangun 
Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus 

digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas 
dan fungsi Pemerintah Daerah paling sedikit 10% 

(sepuluh persen). 

(5) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna 
dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang minimal 

memuat: 
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a. dasar perjanjian; 

b. identitas para pihak yang terikat dalam 

perjanjian; 

c. objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah 

Guna; 

d. hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah 

Guna; 

e. peruntukan Bangun Guna Serah atau Bangun 

Serah Guna; 

f. jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun 

Serah Guna; 

g. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme 

pembayarannya; 

h. besaran hasil Bangun Guna Serah atau Bangun 
Serah Guna yang digunakan langsung untuk 
tugas dan fungsi Pengelola Barang/Pengguna 

Barang; 

i. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam 

perjanjian; 

j. ketentuan mengenai berakhirnya Bangun Guna 

Serah atau Bangun Serah Guna; 

k. sanksi; 

l. penyelesaian perselisihan; dan 

m. persyaratan lain yang dianggap perlu. 

(6) Izin mendirikan bangunan dalam rangka Bangun 

Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus 
diatasnamakan Pemerintah Daerah. 

(7) Semua biaya persiapan Bangun Guna Serah atau 
Bangun Serah Guna yang terjadi setelah 
ditetapkannya mitra Bangun Guna Serah atau 

Bangun Serah Guna dan biaya pelaksanaan Bangun 
Guna Serah atau Bangun Serah Guna menjadi beban 

mitra yang bersangkutan. 
(8) Mitra Bangun Guna Serah barang milik daerah harus 

menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada 
Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, 
setelah dilakukan audit oleh Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah. 

 

10. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 54 

(1) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau 

pemindahtanganan dilakukan oleh: 
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a. Penilai Pemerintah; atau 

b. Penilai Publik. 

(2) Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau 
bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau 

Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang 

ditetapkan oleh bupati atau menggunakan Penilai. 

(3) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk 
mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
(3a) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk  
mendapatkan: 

a. nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, untuk Penilaian yang 

dilakukan Penilai; atau 

b. nilai taksiran, untuk Penilaian yang dilakukan 

tim yang ditetapkan oleh bupati. 

(4) Dihapus. 

(5) Hasil Penilaian barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. 

 

11. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 55 

(1) Dalam kondisi tertentu Bupati dapat melakukan 
Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah 

yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah 

Daerah. 

(2) Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

12. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 60 

(1) Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara 

lelang, kecuali dalam hal tertentu. 

(2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Barang Milik Daerah yang bersifat khusus; atau 

b. Barang Milik Daerah lainnya. 
(3) Dalam rangka Penjualan Barang Milik Daerah, 

dilakukan Penilaian untuk mendapatkan nilai wajar 
atau nilai taksiran. 
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(4) Penentuan nilai dalam rangka Penjualan Barang Milik 
Daerah secara lelang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan 
faktor penyesuaian. 

(5) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan 
limit/batasan terendah yang disampaikan kepada 

Bupati sebagai dasar penetapan nilai limit. 
(6) Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

ditetapkan oleh Bupati selaku penjual. 

 

13. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 65 

(1) Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan 

pertimbangan untuk kepentingan: 

a. sosial; 

b. budaya; 

c. keagamaan; 

d. kemanusiaan; 

e. pendidikan yang bersifat non komersial; 

f. penyelenggaraan pemerintahan 

pusat/Pemerintahan Daerah/pemerintah desa. 

(2) Barang Milik Daerah dapat dihibahkan jika 

memenuhi persyaratan: 

a. bukan merupakan barang rahasia negara; 

b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat 

hidup orang banyak; dan 

c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah. 

(3) Ketentuan mengenai kriteria kepentingan sosial, 
budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang 
bersifat non komersial, dan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) penyelenggaraan pemerintahan 

pusat/Pemerintahan Daerah/pemerintah desa 
pedoman pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

14. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 68 

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang 
Milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, 

memperbaiki struktur permodalan dan/atau 
meningkatkan kapasitas usaha badan usaha milik 
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negara, badan usaha milik daerah, atau badan 
hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

pertimbangan sebagai berikut: 

a. Barang Milik Daerah yang dari awal 
pengadaannya sesuai dokumen penganggaran 
diperuntukkan bagi badan usaha milik negara, 

badan usaha milik daerah, atau badan hukum 
lainnya yang dimiliki negara dalam rangka 

penugasan pemerintah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang undangan; atau 

b. Barang Milik Daerah lebih optimal apabila 
dikelola oleh badan usaha milik negara, badan 
usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya 

yang dimiliki negara, baik yang sudah ada 
maupun yang akan dibentuk. 

 

15. Ketentuan Pasal 77 diubahsehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 77 

(1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau 
Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, dilakukan dalam 

hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam 
penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa 

Pengguna Barang. 
(2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, 
dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah 

tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang . 

(3) Penghapusan Barang Milik Daerah yang sudah tidak 
berada dalam penguasaan Pengelola Barang, 

Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan 

ayat (2) disebabkan karena: 

a. penyerahan Barang Milik Daerah; 

b. pengalihan status Penggunaan Barang Milik 

Daerah; 

c. Pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah; 

d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum 

lainnya; 

e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

f. Pemusnahan; atau 
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g. sebab lain. 

16. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 87 

(1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan 
penertiban terhadap Barang Milik Daerah yang berada 

meliputi:  

a. Penggunaan;  

b. Pemanfaatan;  

c. Pemindahtanganan;  

d. Penatausahaan;  

e. Pemeliharaan; dan  

f.    Pengamanan  

(2) Pengguna Barang melakukan pemantauan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:  

a. mengamati pelaksanaan Penggunaan, 
Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, 

pemeliharaan dan pengamanan; dan  

b. menilai kesesuaian antara pelaksanaan 
Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, 

Penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan 
Barang Milik Daerah dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(3) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) untuk Unit Kerja SKPD 

dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.  
(4) Pengguna Barang dalam melakukan pemantauan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim 
internal berjumlah gasal dan paling sedikit 3 (tiga) 

orang.  
(5) Tim internal menyampaikan laporan hasil pemantuan 

kepada Pengguna Barang.  

 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal. 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Slawi 

pada tanggal 

BUPATI TEGAL, 
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Diundangkan di Slawi 

pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TEGAL, 

 

 

… 

 

 

… 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN … NOMOR … 
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PENJELASAN 

ATAS  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL 

NOMOR    TAHUN  

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 

 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

 

I. UMUM 

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib 

pengelolaan Barang Milik Daerah sehinga pengelolaan barang Milik Daerah 

dapat dilaskanakan secara optimal, efektif, dan efisien serta transparan 

sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan adanya kesamaan persepsi dan 

langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait 

dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. 

Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah dalam pengelolaan barang 

milik Daerah dilakukan sesuai dengan kebutuhan Daerah sehingga dalam 

penyelenggaran pemerintahan daerah berjalan dengan baik dan terwujud 

kesejahteraan rakyat sesuai dengan rencana Pembangunan daerah. 

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka peningkatan intensitas 

pelaksanaan urusan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tegal 

dalam pengelolaan Barang Milik Daerah terus meningkat sehingga perlu 

disikapi dengan mengambil langkah dan kebijaksanaan yang terkoordinasi 

serta terpadu. 

Peraturan Daerah ini dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan 

pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Tegal. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru, maka 

diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Angka 1 

Pasal 1 
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Cukup jelas. 

Angka 2 

Pasal 6 

   Cukup jelas. 

Angka 3 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Angka 4 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Angka 5 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Angka 6 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Angka 7 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Angka 8 

Pasal 37 

  Cukup jelas. 

Angka 9 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

Angka 10 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

Angka 11 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Angka 12 

Pasal 60 

Angka 13 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

Angka 14 
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Pasal 68 

Cukup jelas. 

Angka 15 

Pasal 77 

Cukup jelas. 

Angka 16 

Pasal 87 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR … 

 

 

 

 

 

 

 


